
WALIKOTA BANJAR 
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 18
TAHUN 2004 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,
Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penyidik dalam Peraturan Daerah

Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  hukum  dalam
masyarakat  dan  belum dapat  sepenuhnya  berperan  dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya; 

b. bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  peran  penyidik  dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya, perlu dilakukan tertib
administrasi, pendataan, dan syarat rekrutmen bagi penyidik
terutama pejabat penyidik pegawai negeri sipil; 

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan Perubahan
Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  18  Tahun  2004  tentang
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  ditetapkan  dalam
Peraturan Daerah; 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian  (Lembaran  Negara  Tahun  1974  Nomor  55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401) jo. Undang-undang
Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Perubahan  Undang-undang
Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok  kepegawaian.
(Lembaran  Negara  Tahun  1999  Nomor  169,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum
Acara  Pidana  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1981  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3215);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  4437),  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali
terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008
tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  59,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2002  Nomor  130,  Tambahan  Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang

Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  58  Tahun  2010  tentang  Perubahan  Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor  90,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2003  tentang
Wewenang Pengangkatan,  Pemindahan,  dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil   (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  4263),  sebagaimana telah  diubah  dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2009  tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang  Wewenang  Pengangkatan,  Pemindahan,  dan
Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor:
M.HH.01.AH.09.01  Tahun  2011  tentang  Tata  Cara
Pengangkatan,  Pemberhentian,  Mutasi,  dan  Pengambilan
Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan
Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda
Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

9. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  30  Tahun  1999,
tentang  Pakaian  Dinas  Lapangan  Penyidik  Pegawai  Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 7  Tahun  2003
tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;    

11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6
Tahun  2010  tentang  Manajemen  Penyidikan  oleh  Penyidik
Pegawai Negeri Sipil; 

12. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan  Daerah  Nomor  18  Tahun  2004  tentang  Penyidik
Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran Daerah  Kota  Banjar  Tahun
2004 Nomor 18 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN  DAERAH  KOTA  BANJAR  NOMOR  18  TAHUN  2004
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor
18 Tahun 2004 tentang  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Kota Banjar Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjar Nomor 16) diubah, sebagai berikut :

1.  Ketentuan  Pasal 2 diubah, sehingga  Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut : 

  Pasal 2

(1) PPNS  berkedudukan  dibawah  dan  bertanggung  jawab
kepada Walikota. 

(2) Untuk  mengkoordinasikan  PPNS  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1), dibentuk sekretariat PPNS.

(3) Sekretariat  PPNS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),
bersifat non struktural dibentuk pada Satuan Polisi Pamong
Praja,  yang  selanjutnya  ditentukan  dalam  peraturan
Walikota.

2.  Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut : 

 
Pasal 10 

(1) Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri.
(2) Syarat-syarat  PNS  yang  dapat  diangkat  menjadi  PPNS

sebagai berikut :  
a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2

(dua) tahun;
b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
c. berpendidikan  paling  rendah  sarjana  hukum  atau

sarjana lain yang setara;
d. bertugas  di  bidang  teknis  operasional  penegakan

hukum;
e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat

keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
f. setiap  unsur  penilaian  pelaksanaan  pekerjaan  dalam

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil  paling  sedikit  benilai  baik  dalam  2  (dua)  tahun
terakhir; dan

g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang
penyidikan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
sampai  dengan  huruf  f,  diajukan  kepada  Menteri  oleh
pimpinan  kementerian  atau  lembaga  pemerintah  non
kementerian  yang membawahi  pegawai  negeri  sipil  yang
bersangkutan.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g
diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
bekerjasama dengan instansi terkait.

(5) Hal-hal  yang  bersifat  teknis  menyangkut  tata  cara
pengusulan  pengangkatan  PPNS  diatur  lebih  lanjut  oleh
Walikota.
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3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi
sebagai berikut : 

Pasal 24

Anggaran untuk kesekretariatan dan yang lainnya ditempatkan
di Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan  Daerah  ini  dengan  penempatannya  dalam  Lembaran
Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 12 Nopember 2013

WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO. 

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 12 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

  H. FENNY FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 13
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PENJELASAN 
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR  13  TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR 
NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

 
I. PENJELASAN UMUM 

Penyidik  mempunyai  peranan  penting  dan  merupakan  ujung  tombak
dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar
dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6
ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
disebutkan  bahwa  ada  dua  pejabat  yang  berkedudukan  sebagai  penyidik,
yaitu pejabat  polisi  negara Republik  Indonesia  dan pejabat  pegawai  negeri
sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang  untuk
melakukan  penyidikan.  Pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  penyidik  di  Kota
Banjar sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,  namun dalam perkembangannya sudah tidak
sesuai  lagi  dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat  dan belum dapat
sepenuhnya  berperan  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya.  Oleh
karenanya, perlu mengubah ketentuan Peraturan Daerah tersebut, khususnya
yang mengatur mengenai penyidik terutama pejabat penyidik pegawai negeri
sipil  (pejabat  PPNS),  dilakukan  dengan  tujuan  agar  dapat  meningkatkan
kinerja dan profesionalitas penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
wewenangnya, yaitu salah satunya dengan dengan meningkatkan persyaratan
untuk  dapat  diangkat  menjadi  penyidik  seperti  pendidikan  paling  rendah,
pangkat/golongan,dan  bertugas  di  bidang  teknis  operasional  penegakan
hukum. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas   

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 6
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